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ABSTRAK

Sejak diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja telah terjadi berbagai perubahan dalam perizinan berusaha di daerah,
khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Penulisan hukum/ skripsi
yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah
Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Sejak Diundangkan
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan yang menjadi
pembahasan utama dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu kewenangan
Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah
serta kendala yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum
normatif dimana penelitian berfokus pada hukum positif. Data diperoleh dari data
sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal maupun media elektronik yang
relevan dengan topik penulisan hukum, dan data primer yang bersumber dari hasil
wawancara. Dalam penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi
perubahan kewenangan seperti izin berusaha dalam sektor pariwisata. Pemerintah
Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah serta dalam
penelitian ini ditemukan adanya kendala yang ditimbulkan baik bagi Pemerintah
Daerah atau pelaku usaha setelah diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha, Online Single
Submission

Since the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, there
have been various changes in business licensing in the regions, especially in terms
of the authority of the Regional Government. The writing of the law/thesis carried
out by the author is related to the authority of the regional government in
providing business licensing services in the region since the promulgation of Law
No. 11 of 2020 concerning Job Creation, and the main discussion in writing this
law/thesis is the authority of the regional government in providing business
licensing services in the regions as well as the obstacles that arose after the
existence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In this study, the
normative legal method is used where the research focuses on positive law. Data
obtained from secondary data in the form of laws, books, journals and electronic
media relevant to the topic of legal writing, and primary data sourced from
interviews. In this legal research, it can be concluded that there has been a
change in authority such as business permits in the tourism sector. The Regional
Government in providing business licensing services in the region and in this
study it was found that there were obstacles caused either for the Regional
Government or business actors after the enactment of Law No. 11 of 2020
concerning Job Creation.

Keywords: Local Government Authority, Business Licensing, Online Single
Submission.
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